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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4)

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi

Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
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Menetapkan

12.
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Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 257);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang
selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah
dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan
belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana
bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.
Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia
dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar.

www.peraturan.go.id



2020, No. 174

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah
Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat. atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SD atau Madrasah Ibtidaiyah.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP,
Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang
sederajat. atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama/setara SMP atau MTs.

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat
SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP,
MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari
hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau
MTs.

Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan
terintegrasi atau dalam bentuk SDLB, SMPLB, atau
SMALB.

Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB
adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani
urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk
satuan pendidikan nonformal sejenis.

Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
TBM adalah tempat/wadah yang menyediakan bahan
bacaan bagi peserta didik nonformal dan masyarakat
sekitar dalam upaya mewujudkan pendidikan sepanjang

hayat.
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15.

16.
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Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran
yang dapat dipindah-pindah.

Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk
menjalankan fungsi satuan pendidikan.

Standar Sarana adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan kriteria minimal tentang perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan
sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang
proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Standar Prasarana adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang lahan,
ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang
pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang
laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi,
ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat
berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat
berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan.

Perabot adalah sarana pengisi ruang berupa barang
perlengkapan sehari-hari dari fungsi ruang dimaksud.
Kerusakan Bangunan adalah tidak berfungsinya
bangunan atau komponen bangunan akibat
penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat
ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi
yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain

yang sejenis.
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